BAB V
KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari

pembahasan pada bab sebelumnya antara lain :

1.

Pertimbangan  hukum  hakim dalam putusan  Nomor

08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. ~ Hakim  mengabulkan
permohon pailit yang dilakukan oleh Ghozi Muhamad dan Azmi
Ghozi Harharah sebagai nasabah dari PT. Andalan Artha Advisindo
Sekuritas dengan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal
2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim tidak
mempertimbangkan atau memberikan bukti yang terdapat dalam
Pasal 2 Ayat (4) tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan
pailit kepada PT. AAA Sekuritas. Pembuktian sederhana yang dianut
oleh Undang-Undang Kepailitan mempengaruhi pemeriksaan perkara
kepailitan di Pengadilan Niaga yang berlangsung lebih cepat, karena
dalam Undang-Undang kepailitan memberika batasan waktu dalam
proses kepailitan. Pembuktian hanya meliputi syarat dari kepailitan
yaitu adanya kreditor yang lebih dari satu, adanya utang yang jatuh
tempo dan dapat ditagih, serta bukti yang dihadirkan dipersidangan

berupa surat transaksi repo. Keyakinan Hakim diperkuat karena
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termohon dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban atas dalil para
pemohon.

Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Andalan Artha Advisindo
Sekuritas adalah mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum
luar biasa yaitu kasasi dan paninjauan kembali (PK) dapat juga

mengajukan upaya perdamaian.
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